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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fungsi pelayanan masyarakat
oleh Polri melalui Program Kesehatan Keliling serta mengidentifikasi hambatan
yuridis dan empiris yang dihadapi oleh Dokkes Polres Temanggung. Latar belakang
penelitian ini adalah adanya hambatan geografis di Kabupaten Temanggung,
khususnya di wilayah pegunungan yang menyebabkan keterbatasan akses
masyarakat terhadap fasilitas kesehatan formal.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris dengan pendekatan
kualitatif. Data diperoleh melalui observasi pada Si Dokkes Polres Temanggung
serta pelayanan di lapangan yang difokuskan pada Basecamp Pendakian Gunung
Sindoro di Desa Kledung.

Hasil penelitian menunjukan bahwa Program Kesehatan Keliling merupakan solusi
krusial dalam mengisi kekosongan layanan kesehatan (emergency gap) di wilayah
dengan aksesibilitas rendah. Secara operasional program ini lebih responsive
dengan waktu tempuh 41 menit ke lokasi sasaran dibandingkan Puskesmas terdekat
yang memerlukan waktu 49 menit. Implementasi pelayanan telah sesuai dengan UU
No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan melalui pendekatan promotive, preventif,
dan kuratif dasar. Namun, ditemukan kendala berupa terbatasnya armada ambulan
gawat darurat (advanced), faktor geografis, ekstrem, serta rendahnya kejujuran
pasien mengenai riwayat kesehatan. Upaya yang dilakukan meliputi optimalisasi
peralatan medis dalam unit ambulan transport, pengetatan prosedur skrining, dan
koordinasi rujukan lintas sektor.

Kata Kunci : Fungsi Kepolisian, Pelayanan Publik, Kesehatan Keliling, Dokkes
Polres Temanggung
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ABSTRACT

This study aims to analyze the implementation of community service functions by
the Indonesian National Police (Polri) through the Mobile Health Program, as well as to
identify the juridical and empirical obstacles faced by the Temanggung Regional Police
Medical and Health Service (Dokkes). The research is motivated by geographical
challenges in Temanggung Regency, particularly in mountainous areas that limit
community access to formal health facilities.

The research method employed is empirical juridical with a qualitative approach. Data
were collected through observations at the Temanggung Police Dokkes unit and field
services focused on the Mount Sindoro Climbing Basecamp in Kledung Village.

The results indicate that the Mobile Health Program serves as a crucial solution in filling
the emergency health service gap in low-accessibility areas. Operationally, the program is
more responsive, with a travel time of 41 minutes to the target location compared to the
nearest public health center (Puskesmas), which takes 49 minutes. The implementation
aligns with the standards of Law No. 17 of 2023 concerning Health through promotive,
preventive, and basic curative approaches. However, obstacles such as limited advanced
emergency ambulance fleets, extreme geographical factors, and a lack of patient honesty
regarding medical history were identified. Efforts to overcome these issues include
optimizing medical equipment within transport ambulance units, tightening screening
procedures, and coordinating cross-sectoral referrals.

Keywords: Police Function, Public Service, Mobile Health, Temanggung Police Dokkes.
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